Mengingat

-a bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sel
‘Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dalam men

pembelajaran harus memiliki perizinan; A -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf o perly
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak tentang
Persetujuan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (Pendidikan
Kelompok Bermain) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 ftentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang —Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670); i (0
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'.18 'rentnng Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara'
Kebudayaan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pe

Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (L
Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pcnyelmggm‘un
Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020
Nomor 5);

Peraturan Bupati Lebak Nomor 95 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan
Non Perizinan Terintegrasi;

Peraturan Bupati Lebak Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak (Berita
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 117);

: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan

dan Komite Sekolah;

. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi

Sekolah;

. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Cempaka Putera Candi Nomor : 421.1/010/YP-

CPC/CURBIT/2021 perihal Permohonan ljin Operasional;
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak melakukan

pelaksanaan penyelenggaraan Satuan PAUD secara berkala
dalam 1 (satu) tahun;

. Pemberian persetujuan komitmen izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
quminibulakumpuidmgmndmylpaubﬂhuuﬂlw

ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan

. Apabila di kemudian hari dalam hal Penyclenggaraan Pendidikan pada lembaga yang

bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat
dikenakan sanksi administratif dan pemberian izin akan ditinjau kembali.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan

perubahan atau perbaikan scbagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam
penctapannya.

Dikeluarkandi  : Rangkasbitung
Pada Tanggal . 25 Maret 2021

a.n. BUPATI LEBAK
KEPALA DPM KABUPATEN LEBAK
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